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Abstrak
 

Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum

persaingan usaha, yang membutuhkan strategi yang canggih untuk menangani posisi dominan di pasar.

Skripsi ini menganalisis kerangka kerja peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur

penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital di Indonesia dan Inggris dan Upaya KPPU dalam

menangani kasus serupa di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal.

UU No. 5 tahun 1999 adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, yang

diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, kurangnya unit

khusus pasar digital di KPPU menghambat kapasitasnya untuk menangani dinamika ekonomi digital yang

rumit. Studi ini menekankan perlunya memiliki keahlian regulasi tertentu untuk menangani persaingan

usaha di pasar digital secara efektif. Sebaliknya, strategi Inggris dinilai lebih efektif dikarenakan pendekatan

proaktif dan terspesialisasi, yang didukung oleh Undang-Undang Persaingan Usaha 1998 dan diperkuat

dengan pembentukan Unit Pasar Digital (DMU) di bawah Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar

(Competition and Markets Authority/CMA). Alat-alat analisis yang canggih dan inisiatif kolaborasi

internasional yang dimiliki oleh DMU memperkuat kapasitas Inggris untuk secara efektif mengontrol

perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar digital. Skripsi ini mengkaji perbandingan regulasi dalam situasi

nyata dengan menganalisis studi kasus Shopee di Indonesia dan Amazon di Inggris. Analisis tersebut

menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengakui pentingnya pangsa pasar dan pengaruh ekonomi

dalam menentukan dominasi, pendekatan Inggris yang mudah beradaptasi dan klasifikasi perilaku

penyalahgunaan yang komprehensif menghadirkan kerangka kerja regulasi yang lebih tangguh. Skripsi ini

mengusulkan agar Indonesia memperbaiki kerangka peraturannya dengan membentuk bagian khusus pasar

digital di dalam KPPU dan mengimplementasikan alat analisis yang inovatif dan praktik kolaborasi

internasional. Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong persaingan usaha yang adil

dalam ekonomi digital dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong

inovasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Inggris. Temuan-temuan utama menyoroti pentingnya

badan pengatur khusus dan pendekatan analitis yang canggih dalam mengatasi berbagai kesulitan yang

ditimbulkan oleh posisi dominan di pasar digital. Analisis komparatif ini menawarkan wawasan yang

berguna bagi para pembuat kebijakan dan regulator yang ingin menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan

persaingan dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat.

......The rapid growth of the digital economy poses its own problems for competition law enforcers, who

need sophisticated strategies to deal with dominant positions in the market. This thesis analyses the

regulatory framework and enforcement mechanisms governing abuse of dominant position in the digital

market in Indonesia and the UK and KPPU's efforts in handling similar cases in Indonesia. This thesis is

analysed using doctrinal research method. Law No. 5 of 1999 is the main law governing business

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920549677&lokasi=lokal


competition in Indonesia, which is implemented by the Business Competition Supervisory Commission

(KPPU). However, the lack of a specialised digital market unit at KPPU hampers its capacity to handle the

complex dynamics of the digital economy. This study emphasises the need to have specific regulatory

expertise to effectively address competition in the digital market. In contrast, the UK's strategy is considered

more effective due to its proactive and specialised approach, which is underpinned by the Competition Act

1998 and reinforced by the establishment of a Digital Markets Unit (DMU) under the Competition and

Markets Authority (CMA). The DMU's sophisticated analytical tools and international collaboration

initiatives strengthen the UK's capacity to effectively control leading firms in the digital market. This thesis

examines the comparison of the regulatory framework in real-life situations by analysing the case studies of

Shopee in Indonesia and Amazon in the UK. The analysis shows that while both countries recognise the

importance of market share and economic leverage in determining dominance, the UK's adaptable approach

and comprehensive classification of abusive behaviour present a more robust regulatory framework. This

thesis proposes that Indonesia improve its regulatory framework by establishing a dedicated digital market

section within the KPPU and implementing innovative analytical tools and international collaboration

practices. Indonesia can enhance its capacity to promote fair competition in the digital economy and, as a

result, improve consumer welfare and encourage innovation by drawing lessons from the UK experience.

Key findings highlight the importance of specialised regulatory bodies and sophisticated analytical

approaches in addressing the difficulties posed by dominant positions in digital markets. This comparative

analysis offers useful insights for policymakers and regulators seeking to strike a balance between market

power and competition in a rapidly changing digital environment.


